BAB I1

TEORI PERPAJAKAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PENGADILAN
PAJAK DAN BANDING PAJAK

2.1 Perpajakan
2.1.1. Pengertian Pajak
Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli, antara lain:

a. Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Suandy,
2011: 9).

b. Menurut UU RI No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak menurut Rahmad Soemitro dalam bukunya yang
berjudul Pajak dan Pembangunan, yaitu:

a. Fungsi sumber keuangan negara (budgetair)

Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang
sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan

digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik



untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintah
maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

Fungsi mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan
kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga
memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan
maksud menarik uang dari masyarakat dan mengeluarkannya antara lain
kesektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung
tenaga kerja yang lebih baik, sehingga pengangguran berkurang dan
pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan

sosial dalam masyarakat.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai
2.2.1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik yang melekat pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

sebagai berikut:

a.

Pajak Objektif

Pengenaan pajak yang sangat ditentukan oleh objek pajak tanpa
memandang subjek pajaknya

Multi Stage Tax

Pajak yang dikenakan di setiap rantai produksi dan distribusi.
Menggunakan mekanisme pengkreditan

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena

adanya proses pabrikasi maupun distribusi



Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri.

PPN dikenakan atas transaksi BKP atau JKP yang dikonsumsi di dalam
daerah pabean.

Merupakan pajak tidak langsung

PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa
dialinkan kepada pihak lain. Beban tersebut pada akhirnya akan dialihkan
kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.

Menganut destination principle

PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri dengan demikian konsumen

yang berada di luar negeri tidak dikenakan PPN.

2.2.2. Istilah Umum

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009, istilah umum yang digunakan terkait

Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di
Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat
berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak
berwujud.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan

Undang-undang ini.



Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang
Kena Pajak.

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan
dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa Kena Pajak adalah jasayang dikenai pajak berdasarkan Undang-
undang ini.

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena
Pajak.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap
kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean
ke dalam Daerah Pabean.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan
Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar

Daerah Pabean.
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Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk
kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa
termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai
pajak berdasarkan undang-undang ini.

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk
dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau

mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam,
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termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan
tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur
Pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam
Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar
oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh
penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea
masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai
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untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-
Undang ini.

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya
menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau
seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau
seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar
atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor

Jasa Kena Pajak.
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Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah,
badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh
Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau
instansi Pemerintah tersebut.

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan
penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah
Pabean di luar Daerah Pabean.

Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena

Pajak ke luar Daerah Pabean

2.2.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh UU No. 42 Tahun 2009

sebagai berikut:

a.

penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha

impor Barang Kena Pajak

penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean

di dalam Daerah Pabean
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pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

2.2.4. Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

d.

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung
dari sumbernya

barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman
yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering

uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.2.5. Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
jasa pelayanan kesehatan medik

jasa pelayanan social

jasa pengiriman surat dengan perangko

jasa keuangan

jasa asuransi

jasa keagamaan



2.2.6.
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jasa pendidikan

jasa kesenian dan hiburan

jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam
negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan
udara luar negeri

jasa tenaga kerja

jasa perhotelan

jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum

Jasa penyediaan tempat parkir

Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Jasa boga atau katering

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, tarif Pajak

Pertambahan Nilai adalah:

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%
(nol persen).

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan

setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).
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2.2.7. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai
Mekanisme menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar
Pengenaan Pajak.

b. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran
untuk Masa Pajak yang sama.

c. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak
Masukan tetap dapat dikreditkan.

d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada
Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang
harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

e. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan
pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya.

f.  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak
terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat
diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan

penyerahan yang terutang pajak.
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Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak
terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang
pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan
menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang
dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pajak Masukan tidak dapat bagi pengeluaran untuk:
1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum
pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. perolenan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station
wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau

disewakan;
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4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak;

5. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti
pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;

6. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur
Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5);

7. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

8. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak
Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

9. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak
Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan

pemeriksaan.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan
Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa
Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa
Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan

belum dilakukan pemeriksaan.
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2.3 Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari
keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul
dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan
kepada pengadilan pajak. Termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan
berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa.

Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan pengadilan pajak berada di ibu kota
negara. Persidangan oleh pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya,
dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan
Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota,
Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang
Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Pembinaan serta
pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah
Agung. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh
Kementrian Keuangan.

Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 27 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2009 , secara tegas dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak
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merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara.

Adapun dasar untuk menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam
lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 004/PUU-11/2004 dinyatakan,
pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan

Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

2.4 Banding Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat
mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika
Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat
ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan
tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang
dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali
ke Mahkamah Agung.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu
ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Pajak (DJP) paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan
pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila wajib pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya. Atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak

(DJP) akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan
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sejak surat keberatan diterima. Syarat pengajuan keberatan adalah:

(www.pajak.go.id)

1.  Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala
Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN
dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.

2.  Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan
jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan
menyebutkan alasan-alasan yang jelas.

3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat
ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

4.  Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak,
Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Perlu diketahui bahwa apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak dan

Wajib Pajak tidak mengajukan banding maka Wajib Pajak dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

keberatan.
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Apabila wajib pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan
atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan
banding ke Badan Peradilan Pajak. Syarat pengajuan banding adalah:

1. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam
waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima dilampiri surat keputusan
keberatan tersebut.

2.  Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding.

Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat

banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan

sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



